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ABSTRAK 

 

Muhamad Pandu Septi Wiguna. NIM 1223050105, 2025, ANALISIS 
PERTIMBANGAN HAKIM  TERHADAP PENJATUHAN PIDANA DALAM 
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 1394 
K/Pid.Sus/2025). 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya analisis terhadap 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara tindak pidana 

korupsi, khususnya terhadap aparatur sipil negara yang menyalahgunakan 

kewenangannya dalam pengelolaan keuangan negara. Penelitian bertujuan untuk 

mengetahui pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim dalam Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 1394 K/Pid.Sus/2025 serta menganalisis kesesuaian 

putusan tersebut dengan teori gabungan dalam pemidanaan, konsep keadilan, dan 

proporsionalitas pidana. 

Pada kajian teoritis, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum pidana 

yang menitikberatkan pada konsep tindak pidana korupsi, pertimbangan hakim, 

ratio decidendi, pertimbangan yuridis dan non-yuridis, serta teori gabungan sebagai 

landasan utama analisis. Selain itu, penelitian juga menggunakan konsep keadilan 

dan proporsionalitas pidana sebagai parameter untuk menilai apakah pidana yang 

dijatuhkan telah seimbang dengan tingkat kesalahan pelaku, penyalahgunaan 

jabatan, dan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris 

dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan 

studi lapangan, termasuk wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Purwakarta 

yang menangani perkara korupsi terkait. Data yang terkumpul dianalisis secara 

kualitatif untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai penerapan hukum 

dan pertimbangan hakim dalam perkara yang diteliti. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan 

Nomor 1394 K/Pid.Sus/2025 mendasarkan putusannya pada pertimbangan yuridis 

berupa terpenuhinya unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi serta pertimbangan non-yuridis berupa kedudukan terdakwa sebagai 

pejabat publik, besarnya kerugian negara, dan dampak terhadap pelayanan 

kesehatan masyarakat. Putusan tersebut lebih tepat dianalisis menggunakan teori 

gabungan karena memadukan unsur pembalasan dan pencegahan melalui 

penjatuhan pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan berupa pembayaran 

uang pengganti. Dari aspek keadilan dan proporsionalitas, putusan dinilai telah 

mengarah pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, 

meskipun argumentasi hakim mengenai tujuan pemidanaan dan proporsionalitas 

pidana masih dapat diperkuat. 
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